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' DENGAN RAHMAT IUHAN YAN(: MAHA ESA. i

BUPATI KARANGANYAR

'bahw‘\ dalam rangka pdaksdnaan reformasx birokrasi dan ;
“mewujudkan kinerja - pcmerintahan daerah yang optimal,
~diperlukan Standar Opcrasional Proscdux penyclen&garaan
tugas-tugas pemerintahan dacrah;
bahwa dalam rangka tertib admlmstrabl cfl'slcnm clcktilitas
~dan akuntabilitas scrta  untuk mewujudkan pembentukan
- produk hukum dacerah yang baik dan berkualitas, perlu
diatur ketentuan mengenai Standar Opcrcmonal Proscdur

penyusunannyd,

.. bahwa berdasarkan pcrtlmbangan Sebdg.,clln‘ldnd dlmdksud S
dalam hurul a dan hurul b, perlu menctapkan Peraturan

Bupali ‘lenlang Standar ()pcmslonal Pmm dur PLnyclcscndn '
Produk Hukum Dacrah; '

. Undang-Undang Nomm 13 ’I‘dhun 1950 Lcntdng, T

Pcmbentukan Dacrah-dacrah Kabupaton dalam lmg,kung:an

. Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun, 1999 lentang

‘ kPenyLang,garaan ‘Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi "
dan  Ncpotisme (Lcmbaran Negara Republik IndonGSIai

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 385); ,
Undang-Undang Nomor 12 ,Tahun 2011 tentang"'
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

~Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembdran Ncgara chublxk Indones:a Nomor,’

- 5234);

; Undangk Undang Nomor 23 Tahun - 2014 tentang

Pemerintahan - Dacrah (Lcmbdrdn ‘Negara - Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara chubllk Indoncsia Nomor 5587) schagaimana- telah

diubah beberapakali, terakhir - dengan Undang- Undang
Nomor 9 Tahun: 2015 ‘tentang Perubahan Kedua atas

: : Undang-Uhdang " Nomor. 23 ~Tahun 2014 tentang

" Pemerintahan - Daerah  (Lembaran Negara  Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

. Ncgara Republik Indoncsia Nomor 5679);

Peraturan Pcmc.rmtdh Nomor 18 Tahun 2016 lentang
Perangkat Dacrah (Lcmbardn Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara -
chubhk Indoncqla Nomor 4741);



s Mene}:tapk;a‘ri‘:

',‘Pcr.\lumn Menu,n Dalam Negen Nomor 52 Tahun 2011_5
- lentang Standar Opcrasxonal ‘Prosedur di ngkungan T
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; :

Peraturan Menteri Pcndayagunaan Aparatur Ncgara Nomor

35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar -
Operasional Prosedur Administrasi Pemermtahan ’

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
lentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 ’I‘ahun 2012”

tentang Pedoman Penyusunan “Standar Operasional
Prosedur - Pcnyclcngg,drddn Pcmcrmtdhan di Lingkungan

~ Pcmerintah  Kabupaten Karanganyar = (Berita  Daerah

Kabupatcn Karanganyar Tahun 2012 Nomor 69) : .

MEMUTUSKAN

'PERATURAN BUPATI - TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENYDLESAIAN PRODUK HUKUM DAERAH :

| BABI =
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pcraturan Bupali ini yang dlmaksud dengan

1.
2.

R NI

5.

‘Daerah adalah Kabupaten I\aranﬂanyar

Pemcrintah  Dacrah -adalah Bupati = sebagai un\su‘r‘ o

p(,nycl(_ng,gdrd Pemerintahan  Dacrah yang mcmlmpm‘
pclaksanaan - urusan pcmermtahan ‘yang . menjadi

- kewcnangan dauah otonom.

Bupati adalah Bupati Karanganyar. o
‘Dewan  Perwakilan  Rakyat Dacrah yang  selanjutnya
disingkal DPRD adalah Dewan P(,rwakllan Rakyat Daerah
Kabupaten Karanganyar:

Sckretaris Dacrah: cl(l(lldh bckrctdrls Dcl(}l‘dh Kabupdtcn
Karanganyar. f

Perangkat Dacrah adalah unsur pcmbdntu Bupau dan -~

- DPRD dalam penyclenggaraan uruscm pem crmtahan yang

menjadi kewenangan Dacrah, f’
Perangkat Dacrah Pemrakarsa adalah Pcrdng,kat Daerah
yang mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah,

~Rdncangan Pcratumn Bupau dan Ranum{,an KLPULUbdn )

Bupali.

 Produk Hukum Dacmh adaldh produk hukum bcrbcntuk

Peraturan  Dacrah, Peraturan Bupdll clan kcputusan
Bupan , ,
Bagian Hukum dddldh Bag,lan Hukum Sckretariat Dacrah

. Jaringan Penyusunan Produk Hukum Daerah yang

“selanjutnya disingkat JP2HD adalah jaringan penyusun.

produk  hukum Daerah  yang bertugas melakukan

harmonisasi drafproduk hukum pada sctiap Pcrangkat

~Dacrah yang terdiri dari 1 (satu) atau b(,bcrapa orang.

11,

12.

bergantung dari beban Perangkat Dacrah.,

Standar Operamonal Prosedur yang selanjutnya dlsmgkat
SOP adalah serangkaian pctunjuk tertulis yang dibakukan
mengcnai proses pcnyclcng,garaan tugas tugas Pemermtah
Daerah.

Naskah: Akademlk adalah naskah hasxl penelluan ‘atau
- pengkajian hukum dan hasil penclitian lainnya terhadap



~suatu masalah tertentu  yang - dapat

- dipertanggungjawabkan  secara iimiah mengenai

~ pengaturan - masalah  tersebut . dalam  penyusunan

- Ranperda scbagai solusi . L(.I‘hclddp permasalahan  dan
kebutuhan hukum masyarakat. '

| 13. Konsultasi Publik adalah bagian dari .<<.g1atan penyu%unan

rancangan  produk hukum daerah untuk menjaring
aspirasi/masukan masyarakat mt.ng,unn pmcluk hukum‘
- daerah yang akan disusun.

14, Pengundangan adalah pcnempatan produk hukum daerah
dalam Lembaran Dacrah, ’I‘ambahan Lembaran Daerahrji_,; '

atau BLl"ll,d Dacrah.

o o » BAB ll
b()P PENYELESAIAN PRODUK HUKUM DAERAH

' PasalQ ~ : S
SopP Penyclesalan Produk Hukum Daerah berupa Peraturan

- Daerah, Pcraturan Bupalti, l\cputusan Bupati dan Keputusan

chala Pcrangkat Dacrah  scbagaimana tercantum dalam

~ ,Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- BAB lll :
KDFEN'IUAN PDNUTUP N

 Pasal ’3
Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pada tang,gal dlundangkdn

‘Agar  setiap  orang mengetahumya mcmcrmtahkanf ; :
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pencmpatannya i

,V.V)dalam Berita Dacrah Kabupatcn l\ardngdnvdr

| )1undangkan di Kardng,cmyar

Dltetapkan dl Karanganyar
pada tanggal 1 Fcbruari 2017 |

BUPATI KARANGANYAR,
o wd.
- iJULIYATMONO i

~sada tanggal 1 Februari 2017

 SEKRETARIS DAERAH
(ABUPATEN KARANGANYAR,

'iﬂd

© . sAMSI e | N e R
~ 3ERITA DAERAH I\ABUP/\ILNKARAN(xANY/\R I‘AHUN»QO]? NOMOR 14

NIP.7)750’3‘11 1319903 1009



© LAMPIRAN |
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
- NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG" i j
STANDAR OPERAMONAL PROSEDUR.
PENYELESAIAN - PRODUK  HUKUM
DAERAH N R '

SOP PDNYPLDSAIAN PR()DU!\ HUKUM DAERAH -

A, SOP PENYELE%AIAN PERATURAN D/\LRAH

Penyelesaian penetapan Peraturan Dd(,lrlh dlldkukan melalui S()P scsual
tahapan sebagai berikut : C

-1

2.

Rancangan Peraturan Dacrah yang dkan dxbcntuk dlusulkan olch :
Perangkat Dacrah Pemrakarsa;

‘Draf Rancangan Peraturan Dacrah dladmpa11<an1 kcpdda ‘»ckrctarlq

Daerah melalui Kepala Bagian Hukum, disertai : :
a. Sural Pengantar yang dllandalangam ()l(.h k(:puln‘ Pcrzmgkat
" Daerah’ Pemrakarsa;

b. Naskah Akademik bagi Rdn(,ang,dn Pcrdturan Dacrah baru dcm

_ Penjelasan dllcngkapl dengan matrik bagl Rancangdn Peraturan
Daerah perubahan;

“c. Daltar Inventarisasi Masalah (DIM

d. Notulen Konsultasi Publik yang tclah dilakukan. 3 .,7

o ;Draf Rdncdng’dn Pcraturan Dacrah yang diusulkan dlag,cndakdn dalam
: buku agenda harmonisasi Produk Hukum Ddcrdh dcm dlbucltkan‘
~lembar kendali ()lch pcetugas pada Bagian Hukum

Terhadap  drafl Rdncangdn Pcraturan  Dacrah ycmg dlsampdxkan
dilakukan penclaahan  dan kaﬂcm konsepsi. Rancangan Peraturan’
Dacrah sccara berjenjang  dari JFU/JFK yang bertindak = selaku

kKo"ordinator JP2HD Perangkat Dacrah = Pemrakarsa, Kepala Sub
- Bagian Produk Hukum Dacrah, dan Kcepala Bagian Hukum;

‘Berdasarkan hasil penelaahan dan kajian konscpsx dral Rancangan
- Peraturan Dacrah terscbut disusun Bahan dedt Harm()mscm dcngan

Tim dan dllap()rkdn kepada Sckretaris Dacrah;

Sekrc‘tdrls,k Dacrah menyelenggarakan dedl Tim = Harmonisasi
~rancangan peraturan dacrah dengan mengundang Perangkat Dacrah /

__instansi terkail dengan agenda pcnghdrm(miéaéidn pembulatan, dan
pemantapan konscpsi drafl Rancangan Pcraturan Dacrah;

Setelah dilakukan pcng,harmomsasxan pcmbuldtdn dan p(,mdntdpdn

' ‘k()nscpm dral dikembalikan kepada Pgrangkat Dacrah  Pemrakarsa -
~untuk discsuaikan dengan - hasil - rapat pcngharmonisasian,

pembulatan, dan pcmantapan konscpsi Rancangan Peraturan Dacrah;

, Kepdla Pcrangkat Dacrah Pcmrakarsa mcnydmpalkdn dral Rancangan

Perdturan Dacrah yang tCldh dlpcr‘bdlkl kcpada Sckrctdns ‘Daerah

~melalui Kepala Bagian Hukum; : : ;
, 'Kepdla Bagian Hukum mcldkukcm k()rcksi ata'% pc,rbaikdn‘ draf :
: Rancangdn Peraturan Ddcrah dengan tindak lanjut scbagai berikut:

‘Jika belum  sesuai, dikembalikan - ke Perangkat ,Dd(,rdh
' Pecmrakarsa; ' S R



10.

11.

120

13.

| *b Jika sudah scsual, disampaikan kc,pdda Sckrctdrls Dacrah untuk -

dikirim kepada Gubernur. mclalui Kepala ero Hukum scbagal'
“bahan famhtam/konsultas: e ~

Setelah mcndapat reckomendasi Gubernur atas fas:lltasn/konsultam
“Tim Harmonisasi mclakukan ,pcrbdlkan ‘atas dral Rancangan
‘ Peraturan “Dacrah, hasil pcrbaikan' tcrsebut menjadi’ 'Rancangan
~ Peraturan Dacrah; gt SO T e

B Tlm mcnyldpkdn Nota Penjcla%an Bupau 'dsz'Sur'at Péngantar'

peng,mman Rancangan Pcrdturan Dacrah;

‘Nota Penjelasan dan ‘Surat Pengantar yang., tclah dltandatang,am

Bupatx dikirim ke DPRD dengan dilampiri: ;

a. Naskah Rancangan Peraturan Dacrah dan Peraturan - Daerah

induk (jika Rancang,dn Pcraturan Dacrah mcrupakan perubahan
Peraturan Dacrah);

b. Naskah Akademik atau Pcn]cldsan e

Sctelah mcncrlma Jddel pembahasan: Rancangan pcrdturdn dacrah

dan DPRD, Bupati membentuk Tim  dalam pembahasan Rancangan

- Peraturan  Dacrah bcr%ama Panma Kh,usus dcngan Surat  Tugas

- Bupati;

14,

16.

18.

19.

20.’

~Tim dlbcnluk sesual dcng:m Jumlah Pamua l\husus Pcmbahascm:

rancangan peraturan dacrah DPRD, dimana S((ldp Tim lcrdm clarl

G B Pengarah, Koordinator, Sckretaris dan Pendamping;
15

Tim melakukan pcmbahasan bersama dengan. Panitia. Khusus DPRD,

dan  berdasarkan hasil pembahasan  bersama,  Tim- melakukan

penyesuaian terhadap Rancangan Pcraturan: Daerah;

- Hasil pcnycsumdn Rdncangdn Peraturan Daerah terscbut dlsampalkcm*
r«kcpada Pimpinan DPRD. sebagal bahan- smkmms'usl antara: Pdnltlaf

Khusus dengan Pimpinan DPRD;

[Berdasarkdn hasil smkronmasx dengan lepman DPRD, dxsusun draft

Persetu_]uan Bersama dalam sidang khusus antara eksckutil dengan

. Badan l,cg,lslam Dacrah DPRD;
: Dalam Sidang Paripurna DPRD dltandatangam

‘a. Persctujuan Bersama antara DPRD dengan Bupati cl.—,m

) b ‘Naskah Rancangan Peraturan Dd(,‘rdh yang telah dlSCLLl_jUI bcrqama »

untuk ditel tapkan olch Bupati. ‘ S
Bérdds‘ arkan Persctujuan chs‘ama Lcrscbut palmg, ldmbdl 3 (tiga) harl

. Bupdll mcng,mmkan
a. Rancangan Pcraturan Dacrdh Lcntang APBD Pd_]dk Rctrlbum,_»

Rencana Tata Ruang dan Pecmbentukan Pcrdngkdt Dd(,l‘dh kcpada
- Gubernur untuk dlm()honkan cvaluam '

'wb Rancangan Pcraturan Dacrah sclain-. huruf a untuk dlm()honkdn'

Nomor Register;

Untuk Rancangan Pcrdturan Ddcrdh Lcntang, dedk Rcmbum dan
" Rencana Tata Ruang, :actclah cvaluasi Gubcernur diterima, dilakukan

penyesuaian dcngan  hasil cvaluasn dan scldnjutnyd 'Rancangan
Peraturan DdCI‘r_lh terscbut dlkmm kc Bll’() Hukum unluk dnmohonkcm ,

. Nomor ch,lstc



21,

23.

~ Setelah Rancangan Peraturan Dacrah mendapat Nomor Register dari
E ,G'ub‘crnur,' ;sclz»n’lj'u'mya ‘dilukukzm gpcngundangan olch  Sekretaris
. Daerah ' : R
22,

Setelah naskah Pcraturan Dacrah dlundang,kan Kepala Bagian ‘
Hukum menyusun Salinan Peraturan Dacrah untuk disebarluaskan;
Penandatangdnan ; pcng,undang,an dan. Salman Peraturan Daerah_‘

o dibuat dalam rangkap 4 (empat);

24,

25.

Pendokumentasian naskah asli Peraturan Daerah dlslmpan oleh:

a. DPRD;
b. Sekretarxs Daerah

C. Bagldn Hukum bcrupd minute; dan
‘Salinan Peraturan Daerah dikirimkan untuk dxscbarluaskan kepada
a. Perangkat Daerah Pemrakarsa ' et
b. Kementernan Dalam Ncgcrl
c. Gubernur; o
| d.{ Perang,kat Dac 'ah tcrkcnt ldmnyd ;

B SOP PENYELE%AIAN PERA’I‘URAN BUPA’ FI o
, Penyelesalan ‘penelapan Peraturan Bupdtl dllakukan mcldlul %OP sebual_
tahapan sebagai berikut : ‘ '

~ ‘\ 1'

2

‘Rancangan Peraluran Bupau 'diusulkan kOk:‘hk Perahgkat Daerah X
' Pemrakarsa sesuai bldang tugas dan materi yang3 ‘akan ditetapkan; -
‘Draf Rancang,an Pcraturdn Bupati dxsdmpalkan kcpada Bupati melalw
Kepala Bagian Hukum,. disertai surat pcng,cmtar dan. peraturan
pendukung lamnya ydng, dxtdndalan ani olch chd]a Pcrd,ng,kat Dacrah f
‘Pemrakarsa; ; - ' -
.- Draf Rancangan Pcraturan Bupau yang dlusulkan dlagcndakan dalam
buku- agenda  harmonisasi Produk Hukum Dacrah dan dlbleLkanf

lembar kendali olch petugas pddd Bagian Hukum g ; ,
Terhadap draf Rancangan Peraturan - Bupati -~ yang disampaikan

'dxlakukan harmonisasi secara bcucn_mng, dari JFU/JFK yang bertindak . |

sclaku l\oordlnalm JP2HD Perangkat Dacrah Pemrakarsa, Kepala Sub
Bag,lan Produk Hukum Dacrah dan Kepala Bagran Hukum, : ' '

.;Untuk Rcmcan;,dn Peraturan Bupdll yang materi pwgaturannya :
f k’memerlukan koordinasi dengan Pcmng,kat Dacrah  lain, sebelum

dilakukan harm()msasx Kepala Bagian Hukum dapat’ mcng,unddng,

}Perang,kat Dacrah Pemrakarsa, Perangkat Dacrah lain yang terkait dan
~pihak lain yang lCrkdll untuk mcmbahas Rancang:m Pcmlumn Bupau

terscbut

: 'Seteldh dilakukan p(‘ng,oreksmn dan - p(:ﬂg,kdjldﬂ draf(.likcmbalikan',‘
v_kcpadd Perangkat Dacrah® Pemrakarsa;. S ‘ '

Pcrangkal Dacrah Pcmrakcusd mcnycmpurndkan draft dan apablla

f‘dlpcrlukan sccara substansi draflt Rancangan Pcratumn, B_Updtl

dimohonkan fasilitasi/ konsultasi ke Gubernur. :
Berdasarkan  hasil fasilitasi/ k()nSLl]l.dbl, dllakukdn pcnycmpurnaan :
oleh Perangkat Duacrah Pemmkarsa “ S e
Dral Rancangan Peraturan  Bupali yahg, Ctelah "disempumakah;»'
dlsampmkdn kembali kcpada Bag.,xdn Hukum dcng,dn dxlcng,kapx paraf
koordmasl yang Ludm darl ~ R :



a. Asxstcn yang mcmbldangl Per angkat Daerah Pcmrakarsa 7
b. Kepala Perangkat Daerah Pemrakirsa. SRR o
: 10 Bagxan Hukum sclanjutnyd mcmpcrsnapkdn Notd Pengajuan Konscp”
~ Naskah Dinas Rancangan Peraturan Bupat1 untuk ditandatangani
7, ’.’Bupatl ‘melalui  Wakil Bupau, Sckrctarls Dacrah 'ddl'l Asisten
~ Pemerintahan b(,kda g L ‘ '
11, Penandatanganan Pcral.uran Bupati dlbuat dalam mng,kap ’3 (Liga); .
12. Setelah Bupati membubuhkan tanda tangan, sclanjutnya Rancangan .

Pcraturdn Bupati terscbut diundangkan dalam Berita Dacrah oleh
- bckretarls ‘Dacrah dcn;.,an pecmberian — nomor - dan  tanggal
,pengundangann_ya olch Bagian Hukum bckretarm( Dacrah; |
13. Pendokumentasian naskah asli Pcraluran Bupau chsnmpan olch

a. Sekrctans Dacrah; ‘ :

b Bagian Hukum ber upa minute; dan

c. Perangkat Dacrah Pemrakarsa. , : . e

26. Peraturan Bupati (thdtkdn balm.—,m yang, dltdndatangam oleh Kepala S

Bagndn Hukum dikirimkan untuk dlsebarlua%kan kcpada ‘

Pcrangkat Dcwmh Pemrakarsa ' '
b Gubernur ’
C.. Perangkat Dacmh tcrkalt ldmnyd

.- SOP PENYELESAIAN }\EPUTUSAN BUPATI

‘ ,Penyclcsaxan penctapan chutu'san Bupau dllakukan mcldlul SOP sesuai.

tahapan, sebagai berikut : R T SR

1.~ Rancangan chutusan Bupau dviuq'ulkah“ oleh iPcrang,,kat' Daerah‘ '

- Pemrakarsa sesuai bxddng, tugas dan materi yang akan ditetapkan;

2. Draf Rancang,an Keputusan Bupati disampaikan kepada Bupati melalui
Kepala Bagldn Hukum, disertai surat pengantar dan data: pendukung -

-lainnya  yang dllandatang,am olch' Kepal , ,Pcrrcmg,kat’ : Dac.rah

~ Pemrakarsa; S : ,
3. Draf Rancangan kcputusan Bupau yang dlusulkan dlag,cnddkan dalam
o buku agenda harmomsas: Produk Hukum: Dacrah dan dlbuatkan

lembar kendali olch pcl.ug,as pada Bagian Hukum; ,

,4.".~Tcrhaddp dral Rancangan Keputusan - Bupati yang dmampalkan

~dilakukan harmonisasi sccara berjenjang dari JF‘U/\JFK yang bertindak
' 'sclaku Koordinator JP2HD Perangkat Dacrah P(,mrdkarsa }\cpdla Sub" ‘

- ‘,Baglan Produk Hukum Dacrah, dan l\cpala Bag,lan Hukum;

5. "Untuk Rcm(,;mgjcm Keputusan  Bupati yang materi pcngaturdnnydk
. memcrIukan koordinasi dengan Pcruhgkat Dacrah - lain, sebelum
dilakukan pengkorcksian dan pengkajian, Kepala Bagian Hukum dapat
,mchgundang, Perangkat Dacrah = Pemrakarsa, P("x'cixu,kclt D;iC[’dh lain
“yang terkait dan pihak lain yang Lukcut untuk mcmbclhds Rdncdngjan
Keputusan Bupali tersebut; o : :
6. Setelah dilakukan harmomsasi drafl Rdncang’an }\cputuscm Bupati -

dikembalikan kcpada Perangkat Dacrah Pemrakarsa; ,

7. Perangkal Dacrah  Pemrakarsa mcnycmpurndkdn dral Rancangan

Keputusan = Bupali - yang ‘tclah_ dikoreksi Bdg,mnk Hukum dan
menyampaikan kcmbali kepada Bagian Hukum; ’ e



11

Bagxan Hukum sclan_lutnya mcmpcrsxapkdn Nota Pc,ngajuan Konsc,p
'naskah Dinas Rancangan. Keputusan Bupatl untuk dltandatang,am

Bupati melalui Wakil  Bupati, bckrctarls Dacrah dan Asmten
Pemerintahan Sckda; ‘ e

Penanddtang.,dndn Keputusan. Bupau clxbuat dalam rcmg.,kap 3 (tlgaa)
Pcnd()kumcmdsmn naskah ash l\cpulusan Bupdu dlsxmpcm oleh:
. Sekretaris Dacrah, : :

sb Bagian Hukum berupa minute; dan

c. Perangkat Daerah Pcmrdkarsa : . S
Tembusan Surat’ Keputusan cllsuuhlmn kcpada pcncnma Tcmbusank‘ -
olch,Pcrdng’de Dduah Pemrakarsa.

D. SOP PENYELESAIAN K BPUTUSAN KEPALA PERANGKA’I*,DAERAH |

Penyelesalan anetapan Keputusan chala Perang,kat Dacrah dilak‘u’ka'n’
melalui SOP sesuai tahapan, sebagai berikut

1.

Rancang,an Keputusan Kepala Perangkat Daerah dlUsu]kan olch Umt/
Baglan/Bldang, pada Perangkat Dacxdh sesuai bxd g tugas dan materi

- yang, akan ditctapkian; L
Draf Ranumgan Ke putusan chala Pc ang.,kat Dacmh disampaikan

. kepada Kepala Pcmngkat Dacrah mclalm dng,g,ota JPQHD Puang,kat

Daerah;:

.. Terhadap dral Rancangan chutusan chald Pcrangjkat Dacrah yang ;

, dxsampalkan dlldkukdn harmonisasi oleh JP2HD Pcrangbkdt Dacrah ;

Setelah dilakukan harmomsam draf chkcmbclhkan k(.pcxda Unit/ “

- Bagian/Bidan )(I(LI Peran skal Dacrah
g g1 14

. Unit/ Bagian/ Bidang pada Pcrangkat Daerah mcnycmpurnakan dral

Rancangan chulusan Kepala Perangkat Daerah yang tclah dikoreksi -

~dan mcnyampcul\.m kembali kcpadd JP2HD Pcrangkdt Dacrah;

JPQHD Perangkat Daerah selamutnya mempersmpkan Nota Pengajuan‘ i

: ﬂKonsep Naskah Dinas Rancangan Keputusan Kepdla Perang,kat Daerah
“untuk dxtandatangam chala Pcrang,kat Dacrah melalul Sckrctarls j

- pada Perangkat Dacrah ;

.--JP2HD Perangkat Dacrah mcnyampaxkan ’I‘cmbuscm Surat chutusan‘

"yKepala Peran{,kat Daerah ~kepada Kepala Bagian Hukum Set‘dau



‘ Mutu Baku. .~

- Pelaksana-~
No. . Aktifitas - | SKPD JFK/ Kasubag'| - Kabag Asisten | Sekda Wakil.- | Bupati | DPRD Gubernur - Waktu - Output -
) Kk : : - JFU ! . . e : Bupati e KRR : ; : : L s
1. |Usulan Perangkat.....{. e EL T T T T
Daerah Pemrakarsa | | ,
2. . |Register buku 50 menit Usulan tercatat
agenda - > i dalam buku agenda
3. |Harmonisasi produk v 1 minggu Draft terharmonisasi
hukum daerah - : > , e O
4. Rapat Tim 2 x rapat Notulen/ Berita’
‘iHarmonisasi -, » : Acara i
.- |Raperda. "
5. - |Penyerahan ke - Max 1 bin
Perangkat Daerah - N dari draft:
Pemrakarsa I diterima L
6. |Perbaikan dan — 14 hr Drait :
Koreksi > penvempurnaan
7. ~|Fasilitasi Gubernur Tergantung Surat permohonan
= hikE » provinsi fasilitasi’ X
8. |Pengiriman ke DPRD ' Draft hasil = -
“luntuk dibahas » e _ pembahasan -
bersama ' ’
9...'|Evaluasi dan register , Terganiung Surat permohonan
perda : ;<> provinsi register/ evaluasi
10." |penandatanganan ' B , 1 minggu Nota Pengajuan
: R > > > iy > s Konsep Naskah
: ‘ ' \ Dinas G
11. |pengundangan 1 1 hari “Perda . . ,
| e ditandatangani dan
, B diundangkan
12. 1Penomoran dan ‘ 1 hari Perda final
tanggal - < : o
13. |Penyerahan ke o Maksimal 1 Penyerahan perda
Perangkat Dacrah I : }-L minggu sejak : =
Pemrakarsa ' ‘ diundangkan




L —esueswss s vratuian DupAll UAll Keputusan Bupati

- {Perangkat Daerah

Pemrakarsa

1 hari

R Pelaksana: - Mutu Baku :
No. Aktifitas SKPD JFK/ | Kasubag | = Kabag | Asisten | Sekda Wakil Bupati. [ - DPRD .Gubernur Waktu . Output- .
‘ Co e o JRU R B0 PR " Bupati B K e o B
1." {Usulan Perangkat - ‘ '
- |Daerah Pemrakarsa | l
2. - |Register buku 1 hari Usulan tercatat
- lagenda ' > S dalam buku agend:
3. . [Rapatpra 1 minggu Notulen/ Berita
|pembahasan > ‘ Acara '
tkondisional) , ;
+. ., »jHarmonisasi produk Ly o 1 mnggu . Draft terharmonisa:
hukum daerah: > ‘><> ‘ ‘ ‘
5. - |Penverahan ke 2 minggu
Perangkat Daerah D Sejak
Pemrakarsa’ diserahkan ke
- bag: hukum
{6:. - |Perbaikan dan 7 hari Draft
; Koreksti [ > : penvempurnaan
7. Nota Pengantar A4 2 hari Nata Pengajuan
‘Ihonsep Naskah > » » - o Konsep Naskah .
. IDinas RN : o Dinas =
8. |penandatanganan - . ‘1 hari - SK/ Perbup
AR . SR < : ditandatangani
9. {Penomoran dan - . ' 1 hari SK# Perbup final
: lunggul ) < EE
10." |Penyverahan ke Penverahan SK/

Perbup




—e s swwwuraar w1 LIy CICSALAlL nEPUTUSAN Kepala Perangkat Daerah

Pelaksana

Mutu Baku -:
- ) P i
No. Aktifitas Unit/Bagian/Bidang JP2HD Sekretaris Kepala Perangkat Outpu
: : aerah
1. {Usulan e
Unit/Bagian/Bidang
2. |Harmonisasi draft
Keputusan Kepala >
Perangkat Daerah
3. [IPenverahan ke
|Unit/Bagian/Bidang D
Pemrakarsa 1
4. - |Perbaikan dan , 5 hari Draft penyempurnaan
' Koreksi >
5. ' |[penandatanganan 1 hari SK ditandatangani
6. |Penomoran dan Hari vang sama Keputusan Kepala )
tanggal R P dengan tanggal . Perangkat Daerah :
< penandatanganan ) !

‘BUPATI KARANGANYAR.

ttd.’

JULIYATMONO



